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SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 28
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

WALI KOTA SUKABUM],

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan
Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa, maka Peraturan Wali
Kota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu
diubah dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota;



Mengingat

1.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

5. Peraturan......
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
1995 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi
dan Kabupaten Daerah Tingkat 1I
Sukabumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1995 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3584);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun
2018 tentang Unit kerja Pengadaan Barang
/Jasa;

MEMUTUSKAN......
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MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SUKABUMI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota
Sukabumi Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita
Daerah Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri
atas:

c. asisten perekonomian dan pembangunan
terdiri atas:

3. bagian pengadaan barang atau jasa,

terdiri atas:

a) subbagian pengelolaan pengadaan
barang atau jasa;

b) subbagian pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik; dan

c) subbagian pembinaan dan advokasi
pengadaan barang atau jasa.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 28.....



(1)

(2)

5.
Pasal 28

Bagian pengadaan barang atau jasa dipimpin oleh
seorang kepala bagian, mempunyai tugas
membantu dan bertanggung jawab kepada asisten
perekonomian dan pembangunan dalam hal:

a. penyusunan rencana program kegiatan bagian
pengadaan barang atau jasa;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan
daerah di bidang pengelolaan pengadaan
barang atau jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang atau jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang atau jasa, pengelolaan
layanan  pengadaan  secara  elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang
atau jasa;

d. penyiapan bahan pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang atau
jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang atau jasa;

e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  kebijakan  Daerah  terkait
pengelolaan pengadaan barang atau jasa,
pengelolaan layanan pengadaan  secara
elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang atau jasa; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala bagian
pengadaan barang atau jasa dibantu oleh:

a. subbagian pengelolaan pengadaan barang
atau jasa;

b. subbagian.....
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subbagian pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik; dan

subbagian pembinaan dan advokasi
pengadaan barang atau jasa.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 29

(1) Subbagian pengelolaan pengadaan barang atau
jasa dipimpin oleh seorang kepala subbagian,
mempunyai tugas membantu dan bertanggung
jawab kepada kepala bagian pengadaan barang
atau jasa dalam hal:

a.

penyiapan bahan  penyusunan rencana
program kegiatan subbagian pengelolaan
pengadaan barang atau jasa;

pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan
barang atau jasa;

pelaksanaan riset dan analisis pasar barang
atau jasa;

pelaksanaan penyusunan strategi pengadaan
barang atau jasa;

pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan
dokumen  pemilihan  beserta  dokumen
pendukung lainnya dan informasi yang
dibutuhkan;

pengelolaan pemilihan penyedia barang atau
jasa melalui kelompok kerja pengadaan;
pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan
katalog elektronik lokal atau sektoral,;
pembantuan perencanaan dan pengelolaan
kontrak pengadaan barang atau jasa
pemerintah;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengadaan barang atau jasa
pemerintah; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam......
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(2) Dalam  melaksanakan tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian
pengelolaan pengadaan barang atau jasa dibantu
oleh jabatan pelaksana yang ada pada subbagian
pengelolaan pengadaan barang atau jasa.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 30

(1) Subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik  dipimpin oleh seorang kepala
subbagian, mempunyai tugas membantu dan
bertanggung jawab kepada kepala bagian
pengadaan barang atau jasa dalam hal:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana
program kegiatan subbagian pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik;

b. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem
informasi pengadaan barang atau jasa
(termasuk akun pengguna sistem pengadaan
secara elektronik) dan infrastrukturnya;

c. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang
atau jasa pemerintah secara elektronik;

d. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi
pengguna seluruh sistem informasi pengadaan
barang atau jasa;

e. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem
informasi;

f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi
yang dibutuhkan oleh Unit Kerja Pengadaan
Barang atau Jasa;

g. pelaksanaan pelayanan informasi pengadaan
barang atau jasa pemerintah kepada
masyarakat luas;

h. pengelolaan informasi kontrak;

pengelolaan informasi manajemen barang atau

jasa hasil pengadaan;

.

j. pemantauan......
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j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
dibantu oleh jabatan pelaksana yang ada pada
subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik.

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 31

Subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan
barang atau jasa dipimpin oleh seorang kepala
subbagian, mempunyai tugas membantu dan
bertanggung jawab kepada kepala bagian
pengadaan barang atau jasa dalam hal:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana
program kegiatan subbagian pembinaan dan
advokasi pengadaan barang atau jasa;

b. pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku
pengadaan barang atau jasa pemerintah,
terutama para pengelola pengadaan barang
atau jasa dan personel bagian pengadaan
barang atau jasa;

c. pelaksanaan pengelolaan manajemen
pengetahuan pengadaan barang atau jasa;

d. pelaksanaan pembinaan hubungan dengan
para pemangku kepentingan;

e. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran
tingkat kematangan Dbagian pengadaan
barang atau jasa;

f. pelaksanaan analisis beban kerja bagian
pengadaan barang atau jasa;

g. pelaksanaan....
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g. pelaksanaan pengelolaan personil bagian
pengadaan barang atau jasa;

h. pelaksanaan pengembangan sistem insentif
personel bagian pengadaan barang atau jasa;

i. fasilitasi implementasi standarisasi layanan
pengadaan secara elektronik;

j. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran
kinerja  pengadaan barang atau jasa
pemerintah;

k. pelaksanaan bimbingan teknis,
pendampingan, dan/atau konsultasi proses
pengadaan barang atau jasa pemerintah di
lingkungan pemerintah Daerah Kota

Sukabumi;
l. pelaksanaan bimbingan teknis,
pendampingan, dan/atau konsultasi

penggunaan  seluruh  sistem  informasi
pengadaan barang atau jasa pemerintah,
antara lain sistem informasi rencana umum
pengadaan (SIRUP), sistem pengadaan secara
elektronik (SPSE), e-katalog, e-monev, dan
sistem informasi kinerja penyedia (SikaP);

m. pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa
kontrak melalui mediasi;

n. pemantauan, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan  kegiatan pembinaan dan
advokasi pengadaan barang atau jasa; dan

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian
pembinaan dan advokasi pengadaan barang atau
jasa dibantu oleh jabatan pelaksana yang ada
pada subbagian pembinaan dan advokasi
pengadaan barang atau jasa.

Pasal 1II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Januari 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 19710703 199703 2 002



